
LPKNI  Luncurkan  Ambulans
Peduli
Jambi  –  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Nusantara  Indonesia
(LPKNI) tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi konsumen di
seluruh Indonesia Kali ini LPKNI meluncurkan mobil Ambulans
yang dapat digunakan secara gratis, Sabtu (17/05/2025).

Lembaga besutan Kurniadi Hidayat itu akhir-akhir ini banyak
melakukan Program kegiatan sosial, diantaranya program yang
sudah terealisasi seperti menggratiskan biaya pendaftaran BPJS
Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) dan kegiatan Jum’at
Berkah makan kue gratis dibeberapa titik  Kota Jambi, dan Kali
ini LPKNI Meluncurkan Mobil Ambulans Gratis Bagi Masyarakat
Kota Jambi bertajuk ‘AMBULANCE LPKNI PEDULI’.

Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) di
bawah  kepemimpinan  Kurniadi  Hidayat  terus  menunjukkan
komitmennya dalam membantu masyarakat Jambi melalui berbagai
kegiatan sosial. Dengan adanya ambulance gratis, warga Jambi
dapat memperoleh akses transportasi medis yang lebih mudah dan
tanpa biaya.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mengingat
pentingnya aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

LPKNI berharap layanan ambulance gratis ini dapat membantu
meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Jambi,
terutama dalam situasi darurat dan dapat memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.

Dengan  berbagai  program  sosial  yang  sudah  dilakukan
sebelumnya, LPKNI menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya
fokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga peduli terhadap
kesejahteraan masyarakat luas.

Saat ditemui wartawan Kurniadi hidayat mengatakan, Ambulans
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ini Gratis Bagi warga yang membutuhkan ,khususnya bagi warga
kota Jambi” tegasnya.

“Kita  tahu  banyak  kegiatan  masyarakat  ataupun  kejadian-
kejadian yang membutuhkan akan kehadiran ambulans, apakah itu
laka lantas ataupun warga masyarakat yang membutuhkan ambulans
ketika  akan  berobat  ke  rumah  sakit  dan  lain  sebagainya,”
sambung ketua umum LPKNIz

Oleh  karena  itu,  saya  mengimbau  kepada  masyarakat  yang
membutuhkan layanan ambulance ini dapat menghubungi melalui
layanan  di  Nomor  :  0811-7447-899  /  0895-3430-68771  atau  
Datang Langsung Ke Kantor Pusat LPKNI, Tutup Kurniadi. (Red)

Pihak  Tergugat  dan  Turut
Tergugat  LPKNI  Seolah  Cuci
Tangan
Jambi – Perkara gugatan soal InGub Jambi tentang batubara di
Provinsi Jambi terus bergulir di meja hijau, dalam gugatan
class  action  yang  dilayangkan  oleh  Lembaga  Perlindungan
Konsumen  Nusantara  Indonesia  (LPKNI)  sebagai  penggugat
terhadap Gubernur Jambi, Sabtu (10/05/2025).

Dalam perkara ini ada lima pihak sebagai turut tergugat, yaitu
Ketua  DPRD  Provinsi  Jambi,  Kapolda  Jambi  dalam  hal  ini
Dirlantas  Polda  Jambi,  Danrem  042/Garuda  Putih,  Kejaksaan
Tinggi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Dalam proses peradilan tersebut dapat dinilai bahwa tergugat
dan turut tergugat seolah-olah hendak cuci tangan atas ikut
sertanya  menandatangani  berita  acara  komitmen  bersama
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Pengendalian Permasalahan Angkutan Umum Batubara Menggunakan
Jalan Umum di Larang Beroperasi.

Tergugat Gubenur Jambi melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN)
sebagai  kuasanya  dalam  perkara  tersebut  menyatakan  bahwa
tergugat membantah semua pendapat, tuntutan dan segala sesuatu
yang dikemukakan oleh LPKNI sebagai penggugat.

Tim kuasa hukum Gubernur Jambi yang terdiri dari sembilan
orang itu menyimpulkan bahwa gugatan LPKNI dalam perkara Nomor
23/Pdt.G/2025/PN Jmb, tidak memenuhi syarat formil dan materil
sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action).

Mereka  juga  meminta  kepada  majelis  hakim  untuk  menyatakan
gugatan  tersebut  tidak  sah  dan  tidak  memenuhi  persyaratan
sehingga  pemeriksaan  perkara  ‘a  quo’,  dihentikan,  seperti
dalam surat tanggapan tergugat.

Ketua  DPRD  Provinsi  Jambi  yang  turut  diseret  LPKNI  dalam
perkara  ini  sebagai  turut  tergugat  I,  dalam  eksepsinya
menjelaskan  bahwa  DPR  bersifat  legislatif  dan  pengawasan,
bukan fungsi eksekusi atau implementasi teknis kebijakan yang
sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif di bawah kewenangan
Gubernur Jambi sebagai kepala daerah.

Melalui  kuasa  hukumnya,  Ketua  Parlemen  Provinsi  Jambi
beranggapan bahwa gugatan yang dilayangkan LPKNI kabur atau
tidak jelas (Obscuur libel), sehingga patut tidak dapat di
terima karena tidak memenuhi syarat formil class action.

“Oleh karena itu, berdasarkan asas ‘locus standi’ (kedudukan
pihak dalam perkara), turut tergugat I patut dikeluarkan dalam
perkara ini” bunyi surat eksepsi DPRD Provinsi Jambi.

Sementara itu, hal senada juga dilontarkan oleh delapan orang
penerima kuasa yang bertindak atasnama Kapolda Jambi dalam hal
ini Dirlantas Polda Jambi sebagai turut tergugat II dalam
eksepsinya di perkara itu.



Tim dari Polda Jambi juga mengklaim bawah gugatan tersebut
‘Error  In  Persona’  karena  ada  pihak  yang  seharusnua  ikut
bertindak  sebagai  tergugat  ataupun  turut  tergugat  yakni
Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral RI, karena lembaga
tersebut memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun,  pihak  Polda  Jambi  membenarkan  beberapa  point  dalil
gugatan  yang  diperkarakan  oleh  LPKNI  di  Pengadilan  Negeri
Jambi. Mereka juga meminta majelis hakim memberikan putasan
menolak gugatan ganti rugi yang diajukan LPKNI sebesar Rp 2
Miliar.

Sedangkan,  Dandrem  042/GAPU  sebagai  turut  tergugat  III,
melalui dua orang kuasanya dalam pokok perkara menolak gugatan
yang dilayangkan LPKNI soal batubara di PN Jambi.

Karena  Dandrem  042/GAPU  mempunyai  tugas  menyelenggarakan
pembinaan kemampuan, kekuatan dan pembinaan territorial dalam
rangka menyiapkan pertahanan di darat dan menjaga keamanan
wilayah KOREM demi mendukung tugas pokok Kodam di wilayahnya.

“Oleh karena itu, berdasarkan azaz Locus Standi (Kedudukan
pihak dalam perkara), turut tergugat III patut dikeluarkan
dalam perkara ini” bunyi eksepsinya.

Sebagai  turut  tergugat  IV,  Kejaksaan  Tinggi  Jambi  melalui
tujuh  orang  Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN)  selaku  kuasanya
menyatakan gugatan LPKNI tidak sah dan pemeriksaan perkara ‘a
quo’ dihentikan.

Pernyataan  yang  sama  juga  dilontarkan  oleh  sembilan  orang
Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kuasa dari tergugat V
yakni Sekda Provinsi Jambi Jambi.

Terpisah,  LPKNI  sebagai  penggugat  dalam  eksepsinya  yang
dilihat oleh Gemalantang menyatakan bahwa tergugat dan seluruh
turut  tergugat  dalam  perkara  gugatan  batubara  itu  tidak
memahami apa yang digugat oleh pihaknya.



“Bahwa  penggugat  pada  dasarnya  menolak  seluruh  dalil-dalil
atau  pernyataan-pernyataan  tergugat  dan  turut  tergugat
(I,II,III,IV,V)  dalam  eksepsi  kecuali  di  akuinya  kebeneran
tersebut.” katanya.

“Bahwa setelah penggugat mempelajari dan mencermati jawaban
dari tergugat dan turut tergugat (I,II,III,IV,V), tampak jelas
tergugat dan turut tergugat (I,II,III,IV,V) tidak memahami dan
tidak mengerti gugatan penggugat” ucap Lembaga Perlindungan
Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang dipimpin Kurniadi
Hidayat itu.

Dalam  balasan  Eksepsi,  LPKNI  juga  mengklaim  gugatan  yang
dilayangkan tersebut telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun
2002 adalah gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih
individu dan atasnama dirinya mewakili kepentingan orang lain
yang memiliki kesamaan fakta dasar hukum dan kerugian.

Asal tahu saja, dalam perkara ini LPKNI telah menghadirkan
beberapa kelompok dari dua wilayah kelompok yaitu dari Kota
Jambi dan Kabupaten Batanghari dalam persidang yang hingga
kini masih bergulir.

Sementara untuk Turut Tergugat I DPRD Provinsi Jambi dan Turut
Tergugat  III  Dandrem  042/GAPU,  telah  menyepakati  dan  ikut
menandatangani  Berita  Acara  Komitmen  Bersama  Pengendalian
Permasalahan Angkutan Umum Batubara Menggunakan Jalan Umum di
Larang Beroperasi, maka selayaknya mereka menjadi para Turut
Tergugat.

Untuk Turut Tergugat II yaitu Polda Jambi yang menganggap
Gugatan tersebut kurang Pihak yang mana Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tidak menjadi Tergugat
atau Turut Tergugat,

di dalam Repliknya LPKNI menjelaskan bahwa Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Republik tidak pernah menyepakati dan
ikut menandatangani Berita Acara Komitmen Bersama Pengendalian
Permasalahan Angkutan Umum Batubara Menggunakan Jalan Umum di



Larang Beroperasi, maka tidak dapat dijadiian Tergugat atau
Turut Tergugat

Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 14
Mei 2025 melalui E-Court dengan agenda sidang Duplik dari
Tergugat dan Para turut Tergugat. (Red)

Ditreskrimsus  Polda  Jambi
Tangkap Pekerja Sumur Minyak
Ilegal
Jambi  –  Laporan  masyarakat  yang  resah  terhadap  aktivitas
penambangan  ilegal.  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus
(Ditreskrimsus)  Polda  Jambi  berhasil  mengungkap  dan
mengamankan  aktivitas  penambangan  minyak  ilegal  (illegal
drilling) di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten
Batanghari pada Sabtu (19/04/2025) lalu.

Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen nyata
Kapolda Jambi dalam mewujudkan program 100 hari kerja dalam
memberantas kejahatan di sektor migas.

Dirreskrimsus  Polda  Jambi  Kombes  Pol  Dr  Bambang  Yugo
Pamungkas,  melalui  Wadir  AKBP  Taufik  Nurmandia  didampingi
Kasubdit IV AKBP Wendi Oktariansyah dalam konferensi persnya
menyampaikan, Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi bergerak
cepat  ke  lokasi  dan  berhasil  mengamankan  dua  pelaku  yang
tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas pemompaan minyak
secara ilegal.

“Para pelaku diketahui bekerja untuk seseorang berinisial AG
ALS IK, yang berperan sebagai pemilik modal dan pemilik sumur
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minyak ilegal tersebut,” ujarnya, Selasa (22/4/2025).

Dilanjutkan  Wadirreskrimsus,  kedua  pelaku  mengaku  melakukan
pemompaan minyak dari dua lokasi sumur berbeda yang berjarak
sekitar 10 meter, secara bergantian selama satu jam per sumur.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti
berupa dua unit sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi
mesin penarik pipa, dua buah pipa canting besi, dua rol tali
tambang, dan dua buah katrol.

“Dalam sehari aktivitas pemompaan bisa menghasilkan sekitar
600 liter minyak mentah, dan para pekerja diberi upah sebesar
Rp100.000 per drum (210 liter). Minyak hasil tambang ilegal
ini dijual seharga Rp800.000 per drum,” lanjutnya.

Pelaku utama, AG ALS IK, juga diketahui pernah masuk dalam
Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Agustus 2024 terkait kasus
serupa, dan saat ini tengah dalam kondisi kesehatan yang buruk
dengan  kadar  gula  darah  mencapai  400  mg/dL,  dikategorikan
sebagai hiperglikemia berbahaya.

Atas  perbuatannya,  para  pelaku  dijerat  dengan  pasal
eksplorasi/eksploitasi tanpa izin sesuai Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman
hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Sementara  itu,  Kasubdit  Tipiter  AKBP  Wendi  Oktariansyah
menambahkan untuk para pelaku ini baru satu bulan melakukan
aktivitas beberapa sumur minyak ilegal.

Penangkapan ini menjadi bukti konkret keseriusan Polda Jambi
dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara
dan membahayakan keselamatan masyarakat. (Red)



PT  KTN  Diduga  Pekerjakan
Karyawan  Beriwayat  Sakit
Epilepsi,  Akhirnya  Ditemukan
Mengapung
Jambi – Heboh penemuan mayat kapten kapal tugboat PT Kurnia
Tunggal  Nugaraha  (KTN)  Talang  Duku  di  perairan  sungai
batanghari  masih  menimbulkan  tanda  tanya.

Hasil  penyelidikan  APH  terhadap  pemeriksaan  kepada  saksi
menyebutkan kapten kapal yang bernama Deni itu terpeselet di
atas kapal. Ada juga yang menyebutkan korban memiliki riwayat
penyakit epilepsi (ayan), Sabtu (12/04/2025).

“Hasil keterangan saksi bahwa korban memiliki penyakit ayan.
Dugaan sementara penyakitnya kambuh sehingga tidak terkendali
menyebabkan dia terjatuh ke air dan tenggelam,” ungkap APH.

Terkait hal itu, patut diduga PT KTN memperkerjakan kapten
kapal yang memiliki penyakit epilepsi (ayan).

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, syarat kerja di kapal
yakni  memiliki  sertifikat  keahlian  pelaut  dan/atau
keterampilan pelaut serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu
disijil.

Artikel  yang  diterbitkan  oleh  Siloam  Hospital  menyebutkan
pantangan  penderita  epilepsi  yang  pertama  adalah  mengemudi
atau berkendara. Hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya
kecelakaan  lalu  lintas,  mengingat  penderita  epilepsi  bisa
mengalami munculnya kejang kapan saja, termasuk saat sedang
berkendara, tanpa diketahui apa pemicunya.

https://suaralugas.com/pt-ktn-diduga-pekerjakan-karyawan-beriwayat-sakit-epilepsi-akhirnya-ditemukan-mengapung/
https://suaralugas.com/pt-ktn-diduga-pekerjakan-karyawan-beriwayat-sakit-epilepsi-akhirnya-ditemukan-mengapung/
https://suaralugas.com/pt-ktn-diduga-pekerjakan-karyawan-beriwayat-sakit-epilepsi-akhirnya-ditemukan-mengapung/
https://suaralugas.com/pt-ktn-diduga-pekerjakan-karyawan-beriwayat-sakit-epilepsi-akhirnya-ditemukan-mengapung/


Selanjutnya,  penderita  epilepsi  yang  penting  untuk
diperhatikan  dan  dihindari  adalah  pergi  berenang  sendiri.
Pasalnya,  hal  ini  bisa  menyebabkan  seseorang  tenggelam,
terutama jika mengalami kejang saat berada di dalam air. Maka
dari itu, apabila ingin berenang, penderita epilepsi perlu
memastikan ada orang yang memantau dan memperhatikannya.

Sementara  itu,  Menejer  dan  Humas  PT  KTN  tidak  dapat
dikonfirmasi.  (Red)

PT  KTN  Diduga  Tidak
Menjalankan  Peraturan
Pemerintah  Tentang
Kepelautan,  Kapten  Kapal
Ditemukan Terapung
Jambi  –  Kapten  kapal  Deni  Refki  Sebayang  (43)  ditemukan
terapung dengan kondisi tidak bernyawa di Aur Gading Olak
Badar Kecamatan Kumpeh Ilir Muaro Jambi setelah tiga hari
tenggelam di perairan sungai batanghari.

Meninggalnya kapten kapal tersebut tentunya menjadi perhatian
khusus untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Jambi  maupun  dinas  perhubungan  untuk  melakukan  investigasi
terkait penyebab meninggalnya Deni. Apakah adanya kelalaian
pihak  perusahaan  sehingga  menimbulkan  hilangnya  nyawa
seseorang.

Kepala  kepolisian  sektor  Maro  Sebo  Ipda  Jeffry  Simamora
mengatakan,  untuk  saat  ini  kami  telah  melakukan  langkah-
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langkah penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan kepada
orang terdekat seperti rekan kerja dan saksi-saksi lain dan
juga pemeriksaan terhadap pihak dari perusahaan.

“Masih  dalam  lidik,  ada  yang  bilang  terpeleset.  Keluarga
korban sudah tidak mau mempermasalahkan, infonya sudah dikasih
santunan  dan  keluarga  tidak  mau  divisum,”  ungkapnya,  saat
dikonfirmasi, Selasa (08/03/2025).

Identitas DENI RIFKI SEBAYANG berjenis kelamin Laki – laki,
berusia 43 Tahun, beragama Islam. Pekerjaan ABK kapal PT. KTN
beralamat di Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara.

Diketahui berdasarkan pasal 122 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Kepelautan,  setiap
pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan
dan keamanan perlindungan lingkungan maritim.

Pekerja kapal juga dibekali pendidikan dan pelatihan di bidang
pelayaran, yang tentu saja mengetahui bagaimana menggunakan
alat  perlindungan  diri  saat  bekerja  di  dalam  kapal  dan
melakukan  pertolongan  ketika  terjadi  sesuatu  yang  tidak
diinginkan.

PP Kepelautan juga mengatur tentang besarnya santunan jika
terjadi kecelakaan saat bekerja.

Pasal 31 berbunyi, jika awak kapal meninggal dunia di atas
kapal  akibat  kecelakaan  kerja  besarnya  santunan  minimal
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan
kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan pihak PT KTN
belum bisa dikonfirmasi.

Dikutip dari media benuajambi.com, Jenazah Deni ditemukan pada
Jumat (14/03/25) tersebut sempat membuat heboh warga Dusun
tersebut.



Kapten tersebut membawa tugboat Kurnia Tunggal delapan Jambi
milik PT. KTN, dari informasi kejadian pada saat kapten kapal
membersihkan kapal di PT.KTN tersebut diduga terpeleset dan
terjatuh pada 12 Maret 2025.

Setelah  hampir  tiga  hari  menghilang  seorang  kapten  kapal
Kurnia delapan di temukan warga di tepian sungai Batanghari.

Kasubdit Gakkum Dirpolair Polda Jambi AKBP Ade Chandra yang
dikonfirmasi melalui via WhatsApp pribadinya pada hari Jum’at
14  Maret  2025  membenarkan  kejadian  tersebut,”  Kejadian
tersebut masih dalam proses penyelidikan,” Jelas’ Ade Chandra
melalui via WhatsApp pribadinya pada wartawan.

Saat  dikonfirmasi  Kapolsek  Kumpeh  Ilir  Iptu  Aris  Israwan
melalui sambungan telepon juga membenarkan atas penemuan jasad
kapten kapal, dan sekarang sudah diantarkan kepihak keluarga
untuk dikebumikan “kata Kapolsek Kumpeh Ilir. (Red)

Polda  Jambi  Tahan  Pengusaha
Batu Bara di Bandara
Jambi – Pengusaha tambang batu bara asal Jambi berinisial DC
diamankan kepolisian atas dugaan pemalsuan surat di bandara
Jambi, Kamis (27/03/2025).

DC  (55)  pada  07  Agustus  2024  sudah  ditetapkan  sebagai
tersangka  dengan  perkara  tindak  pidana  pemalsuan  surat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana.

Surat Penetapan DC sebagai tersangka di terbitkan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Jambi berdasarkan Hasil Gelar
Perkara yang telah dilaksanakan pada 01 Agustus 2024.
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Dengan  Laporan  polisi  dengan  Nomor
:LP/B/201/VII/2023/SPKT/Polda  Jambi  ditanggal  10  Juli  2023
dengan pelapor Herman Trisna.

Kabid Humas Polda Jambi Kombespol Mulia Prianto melalui Kaur
Penmas Ipda Maulana membenarkan penahanan DC di rutan Mapolda
Jambi.

“Iya  benar  tersangka  dugaan  kasus  pemalsuan  surat  telah
diamankan ditreskrimum Polda Jambi,” kata Ipda Maulana.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Agustus 2024, DC
tidak  provokatif  untuk  memenuhi  pemeriksaan  panggilan
penyidik.

Pada tanggal 25 Maret 2025 kepolisian mendapatkan informasi
bahwa tersangka DC secara diam diam pulang ke Jambi dengan
menggunakan pesawat.

Ditreskrimum Polda Jambi langsung berkordinasi dengan pihak
bandara dan berhasil mengamankan tersangka DC.

“Kini DC sudah diamankan dan ditahan di rutan Mapolda Jambi,”
tegasnya. (Red)

LSM Kompihtal Minta Inspektur
Tambang  Terbuka  Soal
Reklamasi Pasca Tambang
Jambi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kantor
Perwakilan  Pengawasan  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara
Provinsi  Jambi  bungkam  saat  dimintai  data  perusahaan  yang
melakukan  kegiatan  penambangan  di  wilayah  konsesi  IUP  dan
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perencanaan reklamasi pasca tambang salah satu perusahaan di
Kabupaten Batang Hari, Minggu (23/03/2025).

Tertutupnya kegiatan penambangan batu bara tentunya menjadi
tanda  tanya  publik.  Pasalnya,  Pemda  setempat  pun  tidak
memiliki data yang konkrit mengenai Perusahaan (subcon) yang
melakukan kegiatan penambangan.

“Kalau kegiatan penambangan batu bara itu langsung ke pusat,
kami  Pemda  tidak  ada  kewenangan  mengenai  pemberian  izin
penambangan,” ungkap salah satu pejabat Pemda.

Tidak  hanya  itu,  Pemda  Batang  Hari  juga  tidak  mengetahui
bagaimana kegiatan pasca tambang bagi perusahaan yang telah
selesai produksi batu bara.

“Terkait kegiatan pasca tambang itu kami juga tidak tahu,
sampai detik ini kami juga belum menerima informasi mengenai
perencanaan pasca tambang perusahaan tersebut,” tambahnya.

Redaksi  Suaralugas.com  mencoba  meminta  data  perusahaan
tersebut  dan  kegiatan  pasca  tambang  ke  kantor  perwakilan
Jambi. Namun, diarahkan ke email pusat.

“Kata bapak, dia tidak bisa memberikan informasi yang bapak
minta. Silahkan langsung saja kirim ke email pusat,” tutur
satpam kantor inspektur tambang.

Pejabat bersangkutan juga tidak bisa ditemui dengan alasan
sedang zoom meeting.

“Bapak di dalam sedang zoom meeting. Kalau minta nomor WA
pribadi bapak Amril Koordinator itu saya tidak bisa memberi
karena itu privasi,” tambah satpam.

Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan penambangan Batu Bara di
Provinsi  Jambi  Khususnya  di  Kabupaten  Batang  Hari  menjadi
sorotan masyarakat. Salah satunya LSM Komunitas Peduli Hutan,
Tahura dan Lingkungan (Kompihtal), yang mulai mempertanyakan
kegiatan reklamasi pasca tambang batu bara.



“Pejabat berwenang saja seperti ini, bagaimana yang lainnya.
Seharusnya mereka itu terbuka kepada publik dan pemerintah
daerah setempat yang ada wilayah IUP,” ungkap ketua Kompihtal
Usman Yusup warga Batang Hari.

“Kalau kantor perwakilan tidak berfungsi, lebih baik angkat
kaki dari Provinsi Jambi dan kembali ke Pusat!,” tegasnya.

Apalagi,  sesuai  dengan  peraturan  menteri  ESDM  sebelum
melakukan kegiatan penambangan ada dana jaminan untuk kegiatan
pasca reklamasi.

“Dana reklamasi itu sudah ada, jadi wajib disalurkan untuk
reklamasi tambang agar kegiatan tambang batu bara bukan lah
eksploitasi  yang  berlebihan  dan  dapat  merusak  alam,”
tambahnya.

Kemarin  sudah  ada  turun  dari  pihak  Polda  Jambi  ke  lokasi
penambangan di Koto Boyo dan ditemukan banyaknya danau bekas
tambang yang belum direklamasi sebagaimana mestinya.

“Saya berharap, Polda Jambi memproses secara hukum perusahaan
yang  ada  di  Koto  Boyo  itu  agar  menjadi  percontohan  untuk
pelaku usaha tambang yang lainnya,” tegas Usman. (Red)

LPKNI  Berupaya  Tidak  Ada
Masyarakat  Terzalimi  Atas
Aktivitas Angkutan Batubara
Jambi – Berdasarkan Surat pengaduan masyarakat LPKNI (Lembaga
Perlindungan Konsumen Indonesia) Nomor: 12/LP-LPKNI/XI/2024,
terkait perihal Instruksi Gubernur Jambi tentang pembatasan
angkutan  Batu  bara  di  Provinsi  Jambi,  direspon  dan  akan
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ditindak lanjuti, Sabtu (08/03/2025).

Dan  tindak  lanjut  Surat  Perintah  Kapolda  Jambi  Nomor  :
Sprin/3277/XINWAS.2.4./2024 tanggal 05 November 2024.

Pihak Polda Jambi melalui Bidang Profesi dan Keamanan telah
memberikan  jawaban  klarifikasi  melalui  Surat  Nomor  :
SP2HP2/29/III/WAS.2.4./2025/Bidpropam,  perihal  mengirimkan
SP2HP2  (Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyelidikan
Propam).

Dengan isi pemberitahuan, diberitahukan kepada saudara bahwa
surat  pengaduan  saudara  telah  ditindaklanjuti  oleh
Subbidpaminal  Bidpropam  Polda  Jambi  dan  terkait  adanya
Instruksi Gubernur Jambi tentang pembatasan angkutan Batu bara
di Provinsi Jambi telah diberikan Jukrah ke Ditlantas Polda
Jambi agar melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Menanggapi  hal  itu,  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Konsumen
Nusantara  Indonesia  (  LPKNI)  Kurniadi  Hidayat  mengucapkan
terima kasih atas jawabannya dan respon dari Bidpropam Polda.

“Saya berharap terkait hal yang berhubungan dengan keamanan
masyarakat umum pengguna jalan yang sesuai dengan tujuan dari
isi Intrusi Gubernur tentang pembatasan angkutan Batu bara di
Provinsi  Jambi,  yang  sudah  diterbitkan.  Agar  dapat
dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  dan  jangan  hanya  seperti
kegiatan seremonial belaka,” ungkap Kurniadi.

Hal ini menimbang persoalan polemik angkutan batubara di Jambi
sudah dinilai dilevel memprihatinkan dan juga sudah termasuk
persoalan yang urgent.

Sehingga menurut Kurniadi, memang selayaknya butuh penanganan
serius  dengan  kajian  yang  sudah  dipertimbangkan  sematang
mungkin.

Tentang  teknis  penerbitan  produk  Hukum  perihal  Instruksi
Gubernur  (  INGUB)  terkait  angkutan  batubara  di  Jambi,



sepatunya  dapat  dijalankan  sesuai  perencanaan  yang  sesuai
dengan  norma  hukum  dan  demi  kepentingan  umum  masyarakat
pengguna jalan.

“Sekiranya INGUB tersebut dipaksakan dilanggar, akibatnya akan
berdampak buruk terhadap kinerja Gubenur itu sendiri. Persolan
ini terpaksa kami angkat agar masyarakat tidak merasa resah
dengan keberadaan sumberdaya batu bara di Provinsi Jambi,”
tambahnya.

Menimbang potensi batu bara di Provinsi Jambi adalah termasuk
sumber pendapatan bagi daerah Jambi. Ada baiknya dimanfaatkan
dengan menghormati hak-hak sesama berkaitan dengan dampak dari
aktivitasnya.

“Kami berharap tidak ada masyarakat di Provinsi Jambi yang
merasa  terzolimi  oleh  aktivitas  pemanfaat  batu  bara,”
tutupnya.  (Red)

Lagi-lagi  Kejati  Sita  1,7
Miliar Tindak Pidana Korupsi
MTN Bank Jambi
Jambi – Kejaksaan Tinggi Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan
perkara  Bank  Jambi  secara  profesional,  transparan,  dan
akuntabel. Demi penegakan hukum yang adil, kepastian hukum
dalam penanganannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman
namun juga pada pemulihan/ penyelamatan keuangan negara, Rabu
(19/02/2025).

Tindak  pidana  korupsi  terkait  dengan  gagal  bayar  dalam
pembelian  Medium  Term  Notes  (MTN)  PT  Sunprima  Nusantara
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Pembiayaan (SNP) pada periode tahun 2017-2018 pada Bank Jambi.

Tim penyidik Kejati Jambi kembali melakukan penyitaan berupa
uang senilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta
rupiah).

Penyitaan tersebut dilengkapi barang bukti dan telah dilakukan
penitipan  sementara  di  Rekening  Penitipan  Kejaksaan  Tinggi
Jambi di Bank BRI Cabang Jambi.

Uang tersebut berasal  salah satu tersangka Tindak Pidana
Korupsi  Gagal  Bayar  MTN  PT.  SNP  pada  Bank  9  Jambi  Tahun
2017-2018 atas nama Tersangka AE.

Tersangka AE disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

 

Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999  jo  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2021  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana.

Perkara  ini  melibatkan  Tersangka  AE  yang  diduga  melakukan
tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  dengan  beberapa
pihak yakni, Yunsak El Halcon Bin H. Zaihifni Sihak (Alm)
telah dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun.

Dadang Suryanto Bin Supandi dijatuhi pidana penjara selama 9
tahun. Andri Irvandi Bin Djohan dijatuhi pidana penjara selama
13 tahun dan Leo Darwin diputuskan pidna penjara 16 tahun yang
saat  ini  sedang  proses  pengajuan  upaya  hukum  Banding  di
Pengadilan Tinggi Jambi. (Red)



Tergugat  Mangkir  Sidang
Pertama,  LPKNI:  Tidak  Taat
Hukum
Jambi – Gugatan perkara Instruksi Gubernur Jambi soal angkutan
batubara yang dilayangkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen
Nusantara  Indonesia  (LPKNI)  di  Pengadilan  Negeri  Jambi
bergulir di meja hijau, Senin (17/02/2025).

Sayangnya,  Gubernur  Jambi  sebagai  tergugat  dan  Ketua  DPRD
Provinsi Jambi, Kapolda Jambi dalam hal ini Dirlantas Polda
Jambi serta Sekretaris Daerah Provinsi sebagai turut tergugat
justru mangkir dari panggilan Pengadilan Negeri Jambi pada
sidang pertama ini.

“Pengadilan Negeri Jambi sudah memanggil Gubernur Jambi, Ketua
DPRD Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi
Jambi, tidak hadir” kata Ketua Majelis Hakim saat memeriksa
satu persatu tergugat dan turut tergugat.

Hanya perwakilan dari Komandan Korem 042/GAPU dan Kejaksaan
Tinggi Jambi yang hadir dalam sidang pertama dengan agenda 
pemeriksaan berkas perkara oleh majelis hakim.

“Berarti persidangan belum bisa diteruskan karena masih ada
legal standing yang belum dipenuhi, untuk yang belum hadir
akan kami panggil lagi. Sidang ditunda hingga 3 Maret 2025”
katanya sembari mengetuk palu.

LPKNI menggugat Gubernur Jambi dan beberapa unsur Forkopimda
Jambi lainnya dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jmb, karena
Instruksi  Gubernur  Jambi  dan  komitmen  bersama  pengendalian
permasalahan angkutan umum batubara dinilai tidak ditaati oleh
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pengusaha pertambangan batubara di Jambi.

Hal ini membuat Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat berang,
bahkan Kurniadi menilai tergugat dan pihak turut tergugat yang
mangkir pada sidang pertama ini tidak taat hukum.

“Kami  [LPKNI]  melakukan  upaya  hukum  terhadap  InGub  Jambi
tentang angkutan batubara, Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi
tidak  hadir,  ini  tidak  taat  kepada  hukum”  kata  Kurniadi
didampingi kuasa hukumnya.

Sementara itu, kuasa hukum LPKNI Zainal mengatakan inti dari
gugatan perdata dilayangkan karena masih ada angkutan batubara
yang  tidak  mentaati  Instruksi  Gubernur  Jambi  yang  telah
dikeluarkan pada awal tahun lalu.

“Ini memaksa kami untuk menyuarakan hal-hal yang mengganggu
ketertiban  umum,  InGub  sudah  diterbitkan  tetapi  masih  ada
angkutan  batubara  yang  melintas  di  jalan-jalan  nasional”
sebutnya.

“Apabila  proses  hukum  sudah  kita  jalankan  tapi  masih
beroperasi maka kami akan melakukan tindakan turun langsung
kelapangan untuk menertibkan, karena masyarakat kita terganggu
dengan  angkutan  batubara  yang  melintas  di  jalan  nasional”
timpal Zainal kepada awak media.

Kurniadi  Hidayat  turut  menambahkan  bahwa  dalam  persidangan
berikutnya,  LPKNI  akan  menampilkan  bukti-bukti  pelanggaran
dilapangan  bahwa  angkutan  batu  bara  masih  banyak  yang
beroperasional  di  jalan-jalan  umum.  (Red)


